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Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab
Pemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja
Negara, Yyang dilaksanakan melalui Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. Namun, evaluasi yang dilaksanakan terhadap Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 35 Tahun 2011 menunjukkan bahwa implementasi Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah masih menemui kendala yang disebabkan
oleh keterlambatan dan rendahnya penyerapan belanja modal.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan kembali
terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dimaksud, yang
ditekankan kepada wupaya untuk memperlancar pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (de-bottleceking), dan
menghilangkan multitafsir yang menimbulkan ketidakjelasan bagi
para pelaku dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dengan demikian, pengaturan mengenai tata cara Pengadaan
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Barang/Jasa Pemerintah dapat dilaksanakan secara lebih lebih
efisien, dengan didukung oleh percepatan penyerapan anggaran.

PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas
Angka 2
Pasal 4
Huruf a
Pengadaan Barang meliputi, namun tidak terbatas
pada:
a. bahan baku;
b. barang setengah jadi;
c. barang jadi/peralatan;
d. mahluk hidup.
Huruf b

Pekerjaan Konstruksi adalah pekerjaan yang
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi
bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

Yang dimaksud dengan pelaksanaan konstruksi
bangunan, meliputi keseluruhan atau sebagian
rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup
pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal,
dan tata lingkungan, masing-masing beserta
kelengkapannya untuk mewujudkan suatu
bangunan.

Yang dimaksud dengan pembuatan wujud fisik
lainnya, meliputi keseluruhan atau sebagian
rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup
pekerjaan untuk mewujudkan selain bangunan
antara lain, namun tidak terbatas pada:

a. konstruksi bangunan kapal, pesawat atau
kendaraan tempur;

b. pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan
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lahan, penggalian dan/atau penataan lahan
(landscaping);

perakitan atau instalasi komponen pabrikasi;

penghancuran (demolition) dan pembersihan
(removal);

reboisasi.

Pengadaan Jasa Konsultansi meliputi, namun tidak
terbatas pada:

a.
b.

Huruf d

jasa rekayasa (engineering);

jasa perencanaan (planning), perancangan
(design) dan pengawasan (supervision) untuk
Pekerjaan Konstruksi;

jasa perencanaan (planning), perancangan
(design) dan pengawasan (supervision) untuk
pekerjaan selain Pekerjaan Konstruksi, seperti
transportasi, pendidikan, kesehatan,
kehutanan, perikanan, kelautan, lingkungan
hidup, kedirgantaraan, pengembangan usaha,
perdagangan, pengembangan SDM, pariwisata,
pos dan telekomunikasi, pertanian,
perindustrian, pertambangan, energi;

jasa keahlian profesi, seperti jasa penasehatan,
jasa penilaian, jasa pendampingan, bantuan
teknis, konsultan manajemen, konsultan
hukum;

Pekerjaan survey yang membutuhkan telaahan
Tenaga Ahli.

Pengadaan Jasa Lainnya meliputi, namun tidak
terbatas pada:

a.

® oo o

jasa boga (catering service);

jasa layanan kebersihan (cleaning service);
jasa penyedia tenaga kerja;

jasa asuransi, perbankan dan keuangan;

jasa layanan kesehatan, pendidikan,
pengembangan sumber daya manusia,
kependudukan;
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f. jasa penerangan, iklan/reklame, film,
pemotretan;

g. Jjasa pencetakan dan penjilidan;
h. jasa pemeliharaan/perbaikan;

I. Jjasa pembersihan, pengendalian hama (pest
control) dan fumigasi;

j. jasa pengepakan, pengangkutan, pengurusan
dan penyampaian barang;

k. jasa penjahitan/konveksi;

jasa impor/ekspor;

m. jasa penulisan dan penerjemahan;
n. jasa penyewaan;
0. jasa penyelaman;
p. jasa akomodasi;
g. jasa angkutan penumpang;
r. jasa pelaksanaan transaksi instrumen
keuangan;
S. jasa penyelenggaraan acara (event organizer);
t. jasa pengamanan;
u. jasa layanan internet;
v. jasa pos dan telekomunikasi;
w. jasa pengelolaan aset;
X. Jasa pekerjaan survey yang tidak membutuhkan
telaahan tenaga ahli.
Angka 3
Pasal 6

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas
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Cukup jelas

Huruf e

Pertentangan kepentingan para pihak yang terkait,
baik secara langsung maupun tidak langsung
meliputi antara lain:

a.

b.1.

Angka 4
Pasal 7
Ayat (1)

dalam suatu badan usaha, anggota direksi atau
dewan komisaris merangkap sebagai anggota
direksi atau dewan komisaris pada badan usaha
lainnya yang menjadi peserta pada
Pelelangan/Seleksi yang sama;

dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan
perencana/  pengawas bertindak  sebagai
pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang

direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam
pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan
Terintegrasi.

konsultan manajemen konstruksi berperan
sebagal Konsultan Perencana  dan/atau
Konsultan Pengawas;

pengurus koperasi pegawai dalam suatu
K/L/D/1 atau anak perusahaan pada
BUMN/BUMD vyang mengikuti Pengadaan
Barang/Jasa dan bersaing dengan perusahaan
lainnya, merangkap sebagai anggota Kelompok
Kerja ULP/Pejabat Pengadaan atau pejabat yang
berwenang menentukan pemenang Pelelangan/
Seleksi;

PPK/ ULP/Pejabat Pengadaan baik langsung
maupun tidak langsung mengendalikan atau
menjalankan perusahaan Penyedia
Barang/Jasa,;

hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang
dikendalikan, baik langsung maupun tidak
langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari
50% (lima puluh perseratus) pemegang saham.

Cukup jelas
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